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Environmental Licensing in the Installation of Promotional Media on Trees 

Perizinan Lingkungan dalam Pemasangan Media Promosi Pada Pohon 

 

I. Pendahuluan 

 

Masyarakat negara Indonesia berhak atas lingkungan yang bersih serta sehat.[1] Namun, pada 

kenyataannya, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pengrusakan lingkungan. 

Permasalahan pengrusakan lingkungan menjadikan permasalahan yang sangat serius untuk dikaji lebih 

lanjut. Pada hal ini, peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut sangat diperlukan. 

Kedepannya, agar masyarakat bisa mendapatkan hak serta memanfaatkan hak lingkungan dengan baik.[2] 

 

Pohon yang berada di kawasan publik biasanya sudah diatur oleh undang-undang. Peraturan tersebut 

dibuat guna melarang atau mencegah pihak memasang benda pada lingkungan. Pada pemasangan media 

promosi harus memperhatikan faktor keamanan dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini sangat berpengaruh 

agar tidak menimbulkan permasalahan yang serius. Selain itu, agar pihak yang melakukan pemasangan 

media promosi tidak dikenakan sanksi.[3] 

 

Dari salah satu penelitian mengungkapkan masyarakat dapat dilibatkan pada perencanaan pengelolaan 

lingkungan. Tujuannya ialah agar para masyarakat mengetahui proses perencanaan pengelolaan lingkungan 

dengan benar.[4] Dengan begitu, masyarakat akan lebih sigap menyikapi permasalahan lingkungan yang 

terjadi. Sifat peduli pada lingkungan merupakan tonggak awal dalam melestarikan serta mempertahankan 

lingkungan.[5] 

 

Pembaruan pada fungsi dan posisi dalam kajian lingkungan hidup sangatlah penting. Hal ini untuk 

mengatur perencanaan tata ruang agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.[6] Pada pembangunan 

berkelanjutan pula harus memperhatikan ekosistem dan keanekaragaman hayati sekitar. Oleh karena itu, 

pembangunan dilaksanakan secara terstruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.[7] 

 

Dari salah satu penelitian sebelumnya mengkaji mengenai penegakan hukum memasang media 

promosi pada instrumen lingkungan. Untuk penelitian yang sekarang membahas mengenai substansi 

perizinan dalam pemasangan media promosi pada instrumen lingkungan. Mengingat, sampai sekarang 

masih ada pihak yang menempelkan media promosi pada pohon. Pada pelaksanaan penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait.[8]  

 

Rumusan masalah  : Substansi perizinan dalam pemasangan media promosi pada pohon  

Pertanyaan Pebelitian : Bagaimana Perspektif hukum mengenai pemasangan media promosi pada pohon ? 

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 15 https://sdgs.un.org/goals/goal15 

 

II. Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yakni yuridis normatif yang dimana 

penggunaa metode ini dilakukan dengan cara melalui pendekatan perundang-undangan. Pada metode 

pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai analisis terkait dengan peraturan yang mencakup 

mengenai pemasangan media promosi di pohon yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Peraturan atau perundang-undangan yang dibuat untuk kajian penelitian iniseperti UU Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permendagri 26 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Permen 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, dan PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Adapun data tambahan yang digunakan 

https://sdgs.un.org/goals/goal15


pada penelitian kali ini yakni menggunkan kajian studi pustaka.Studi pustaka yang dimaksud sepeti buku, 

jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.  

 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun  jadwal  penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 

Waktu ( Bulan ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   

 

        

 
Mengumpulkan Data Primer dan 

Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

 

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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